



























SEKSI


FASILITASI KONVENSI INTERNASIONAL








SEKSI


HAK ASASI MANUSIA











SEKSI


WILAYAH II





SEKSI


ADMINISTRASI











SEKSI 


WILAYAH I








SEKSI


OPERASIONAL











SEKSI


SDM DAN KELEMBAGAAN











SEKSI


OPERASIONAL PERLINDUNGAN MASYARAKAT








SEKSI


PENGEMBANGAN DAN EVALUASI

















SEKSI


PROGRAM








SEKSI


WILAYAH IIB











SEKSI


WILAYAH II





SEKSI


WILAYAH I





SUBBAGIAN


KEPEGAWAIAN








SUBBAGIAN


SISTEM DAN PROSEDUR











SEKSI


KERJASAMA II





SUBBAGIAN


PERUNDANG-UNDANGAN








SEKSI


KERJASAMA I














SUBBAGIAN


PERSURATAN DAN ARSIP











SUBBAGIAN


PERLENGKAPAN DAN


 RUMAH TANGGA











SUBBAGIAN


TATA USAHA PIMPINAN














SUB BAGIAN 


VERIFIKASI DAN AKUNTANSI








SEKSI


HUBUNGAN KERJASAMA PERBATASAN ANTAR NEGARA








SUBBAGIAN


PELAKSANAAN ANGGARAN








SEKSI


SARANA DAN PRASARANA BATAS ANTAR NEGARA











SEKSI


WILAYAH II





SUBBAGIAN


PERBENDAHARAAN








SEKSI


WILAYAH I





SUBDIT


TOPONIMI DAN DATA WILAYAH I











SEKSI


WILAYAH IIB





SUB BAGIAN


EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA











SUBBAGIAN


PENYUSUNAN PROGRAM 


DAN ANGGARAN








SUBBAG TATA USAHA





SUBBAG TATA USAHA





SUBBAG TATA USAHA





SUBBAG TATA USAHA











SUBBAG TATA USAHA


























MENTERI DALAM NEGERI,











GAMAWAN FAUZI





LAMPIRAN IV	 :  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI


	NOMOR	:  41 TAHUN 2010      


	TANGGAL	:  29 JUNI 2010











BAGAN STRUKTUR ORGANISASI


DIREKTORAT JENDERAL 


PEMERINTAHAN UMUM

















SUBDIT


FASILITASI PELAYANAN UMUM





 SUBDIT


FASILITASI KECAMATAN








SUBDIT


KERJASAMA DAERAH








SUBDIT


FASILITASI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH








SUBDIT


DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN











SEKSI


WILAYAH II





SEKSI  


WILAYAH I








SUBBAGIAN


DATA DAN INFORMASI











KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  




























































































SEKSI


WILAYAH IIA





SEKSI


WILAYAH IB














SEKSI


WILAYAH IA











SUBDIT


BATAS ANTAR DAERAH 


WILAYAH II








DIREKTORAT


DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA








 SUBDIT


BATAS ANTAR DAERAH WILAYAH I








DIREKTORAT


PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA








DIREKTORAT


KAWASAN DAN PERTANAHAN








DIREKTORAT


POLISI PAMONG PRAJA, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT





DIREKTORAT


WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN 








BAGIAN


PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPEGAWAIAN 








SUBDIT


PENGEMBANGAN DAN PENATAAN BATAS ANTAR NEGARA











SUBDIT


TOPONIMI DAN DATA WILAYAH II








BAGIAN


UMUM





BAGIAN 


KEUANGAN





BAGIAN


PERENCANAAN








SEKRETARIAT DITJEN 





DIREKTORAT JENDERAL


PEMERINTAHAN UMUM








SEKSI


WILAYAH IIA





SEKSI


WILAYAH IB





SEKSI


WILAYAH IA





SEKSI


SARANA DAN PRASARANA 


POLISI PAMONG PRAJA





SEKSI


TATA OPERASIONAL


 POLISI PAMONG PRAJA





SUBDIT


PERLINDUNGAN HAK-HAK SIPIL


 DAN HAK ASASI MANUSIA








 SUBDIT


PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL














SUBDIT


PERLINDUNGAN MASYARAKAT








SUBDIT


PENINGKATAN KAPASITAS SDM POLISI PAMONG PRAJA








SUBDIT


TATA OPERASIONAL DAN SARANA PRASARANA POLISI PAMONG PRAJA








SEKSI


WILAYAH II





SEKSI


WILAYAH I





SEKSI


WILAYAH II





SEKSI


WILAYAH I











SEKSI 


 WILAYAH II 





SEKSI


WILAYAH I








SEKSI


 WILAYAH II








SEKSI


 WILAYAH I





SEKSI


WILAYAH II





SEKSI


WILAYAH I





SUBDIT


PERTANAHAN DAN KAWASAN KHUSUS








 SUBDIT


KAWASAN PERAIRAN, KELAUTAN DAN KEDIRGANTARAAN








SUBDIT


KAWASAN EKONOMI, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BEBAS








SUBDIT


KAWASAN SUMBER 


DAYA BUATAN








SUBDIT


KAWASAN SUMBER 


DAYA ALAM














SEKSI


PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR











SEKSI


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT





SEKSI


PENGEMBANGAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI





SEKSI


STANDARDISASI APLIKASI PERALATAN








SEKSI


SISTEM DAN PROSEDUR





SEKSI


ORGANISASI





SEKSI


MITIGASI





SEKSI


PENCEGAHAN











 SUBDIT


PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN





SUBDIT


SARANA DAN PRASARANA








SUBDIT


ORGANISASI, SISTEM 


DAN PROSEDUR








SUBDIT


IDENTIFIKASI POTENSI BENCANA





















































